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ABSTRAK
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Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif
dan negatif. namun harus diimbangi dengan Budaya Beretika untuk mewujudkan
ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, akan tetapi hal tersebut
kontraproduktif dengan masyarakat yang diberikan kebebasan berekspresi serta
berpendapat, jangan sampai dikarenakan tindakan masyarakat yang bermaksud
untuk melakukan kritik serta saran justru menjadi rentan di kriminalisasi,
sehingga pihak kepolisian menggunakan alternatif lain yakni seperti
memaksimalkan metode restoratif justice dalam penyelesaian perkara pencemran
nama baik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:
Bagaimanakah implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara
pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik? Apakah yang
menjadi faktor penghambat terhadap implementasi restoratif justice oleh polri
terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media
elektronik?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian
normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,
sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam
kenyataannya baik berupa penilaian perilaku

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa :
Implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara pencemaran nama baik
dan penghinaan melalui media elektronik. memiliki dasar hukum yakni Peraturan
Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif Keadilan Restoratif dimana pihak kepolisian akan mengupayakan
langkah-langkah yakni Pertama pihak kepolisian akan melakukan penilaian
terhadap pelaku layak atau tidaknya kasusnya dilakukan restoratif justice, Kedua
Mempertemukan antara korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku
serta para mediator guna mendudukan permasalahan tersebut untuk mencari jalan
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yang terbaik, Ketiga Melakukan mediasi sebagai bentuk dari restorative justice,
melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak
yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk
pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan
pidana formal, Keempat ditindaklanjuti dengan Membuatkan berita acara
kesepakatan Ketika proses mediasi berhasil dalam tahapan ini pihak kepolisian
akan membuatkan berita acara perdamaian yang dihadiri oleh masing-masing
pihak, Kelima yakni melanjutkan proses penyidikan ketika tahap proses mediasi
gagal Mediasi merupakan bagian dari restorative justice, ketika mediasi gagal
maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk
proses peradilan pidana berikutnya. dan Faktor penghambat terhadap
implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara pencemaran nama baik
dan penghinaan melalui media elektronik lebih disebabkan oleh Pertama faktor
penegak hukum yakni rentannya oknum penegak hukum yang mudah disuap oleh
pihak yang berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut bisa dilakukan
restoratif justice, namun karena perkara tersebut adalah atensi dari orang
berpengaruh maka tak ayal oknum tersebut melakukan kriminalisasi demi
mengejar keuntungan semata atau mencari kesempatan dalam kesempitan, Kedua
Faktor Sarana dan Fasilitas yakni kurangnya sarana dan fasilitas untuk melakukan
restoratif justice seperti tidak tersedianya media internet yang mensosialisasikan
pentingnya restoratif justice, Ketiga Faktor Masyarakat Masyarakat memiliki
kecenderungan yang besar masih kolot dan berpikiran bahwa pelaku yang telah
mengakibatkan kerugian kepada korban harus diberikan sanksi yang setimpal, dan
Keempat faktor budaya Patut disadari kebudayaan masyarakat Indonesia masih
bersifat legalistik formil ketika ada perbuatan disitu pelaku harus dihukum sesuai
dengan apa yang dilanggarnya.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Pihak
kepolisian sebaiknya lebih mengoptimalkan implementasi restorative justice
dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan dalam kasus
pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam
kasuskasus yang lain, sehingga teciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun
masyarakat pada umumnya. dan Pemerintah sebaiknya membuat dasar hukum
seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai restoratif justice.
Sehingga, dalam penerapannya lebih maksimal.

Kata Kunci : Implementasi Restoratif Justice, pencemaran nama baik dan
penghinaan, Media elektronik
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evolusi teknologi telekomunikasi dan teknologi informasi dimulai dari inovasi
teknologi sistem informasi yang berbasis pada integrasi antara teknologi
komunikasi dengan teknologi komputer, yang disebut interconnection networking
atau disingkat dengan internet, yang dapat diartikan sebagai global noetwork of
computer networks atau sebuah jaringan komputer dalam skala global dan

mendunia.’

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah
menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang
termasuk di Indonesia yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-
bentuk perbuatan hukum baru yang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan
diimbangi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif

yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas
(borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan
berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang
bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif

'Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Dalam
Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Nusa Media. Bandung. him. 1
2 .
Ibid. him. 3



perbuatan melawan hukum misalnya saja seperti peredaran obat keras dan obat-
obat tertentu. Memang tidak dapat dipungkiri jumlah pertumbuhan situs online
begitu menjamur dan terlalu banyak modus yang digunakan membuat

keberadaannya sulit untuk dikendalikan.?

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif
dan negatif, ibarat pedang bermata dua. Pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi disatu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan
dan peradaban manusia.Dilain pihak kemajuan teknologi ITE tersebut dapat
dimanfaatkan untuk melakukan perbuatanperbuatan yang bersifat melawan
hukum yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan

negara.*

Memasuki di era digitial seperti sekarang ini penggunaan internet dan media
sosial semakin menunjukan besarnya antusiasme warga masyarakat
bertransformasi menuju ke era sosial media. Pemanfaatan media sosial melalui
elektronik ini pun tidak didukung dengan perilaku yang baik warga dengan
mudahnya mengomentari dan juga memberikan opini yang menjurus kepada

tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Kepolisian sebagai intitusi penegakan hukum yang berperan untuk mengayomi
masyarakat dan menjaga ketertiban umum seharusnya menjadi mediator ditengah
maraknya kasus lapor melapor antara subjek perorangan dengan orang lain bukan

justru menggunakan upaya retributif dan represifnya demi mengejar kepastian

3 -
Ibid. him. 4
* Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. 2015. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi
Elektronik. Media Nusa Creative. Malang. him.2.



hukum. Artinya dalam hal ini banyak fenomena saling lapor antar subjek hukum
makin tidak terkendali padahal kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara
kekeluargaan, akan tetapi dalam hal ini fungsi penggunaan restoratif justice yang
lagi di prioritaskan pada saat ini tidak pernah dipergunakan dengan baik. Alhasil
banyak perkara yang dipaksakan untuk dilanjutkan ke proses hukum lebih lanjut.
Seiring UU ITE banyak dikecam banyak pihak karena terkesan sering menjadi
wadah kriminalisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan Kapolri telah
menerbitkan surat edaran Kapolri SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya
Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan
Produktif tertanggal 19 Februari 2021 yang berisi 11 pedoman bagi anggota Polri

dalam menangani perkara UU ITE.”

Beberapa ketentuan yang diminta untuk dipedomani antara lain, tersangka yang
meminta maaf tidak ditahan, hukum pidana dijadikan upaya terakhir dalam
penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice, serta penyidik harus
dapat membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik saat
menerima laporan dari masyarakat.® Kapolri mengklasifikasi perkara dengan UU
ITE menjadi dua dengan dua pendekatan penyelesaian yang berbeda. Pertama,
tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice. Yaitu,

pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan.

Penanganannya memedomani Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 207 KUHP.

Kedua, tindak pidana yang berpotensi memecah belah bangsa (disintegrasi dan

5 https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/11153891/kapolri-terbitkan-se-soal-uu-ite-
ketua-komisi-iii-terobosan-progresif, diakses pada Tanggal 25 Maret 2021
6 -
Ibid
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https://nasional.kompas.com/read/2021/02/23/11153891/kapolri-terbitkan-se-soal-uu-ite-ketua-komisi-iii-terobosan-progresif

intoleransi).’

Seperti contohnya polri menerapkan Restorative justice atau keadilan restoratif
dalam menyelesaikan kasus dugaan pencurian Tanda Buah Segar (TBS) Kelapa
Sawit PT.Daria Dharma Pratama (DDP) “Penyelesaian perkara pencurian tandan
buah segar kelapa sawit PT.DDP kedua belah pihak sepakat untuk diselesaikan

secara restorative justice” Kata Agus kepada wartawan.®

Terobosan seperti kasus diatas dalam mengupayakan restoratif justice tersebut
perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat kabupaten, apabila hal
tersebut tidak dilakukan justru akan menimbulkan suatu polemik dan kebencian
yang berkepanjangan dampak dari ini semua warga tidak lagi bisa menggunakan
kebebasan berkespresinya untuk menyampaikan suatu opini dan kritik di media
sosial jika akan berujung suatu tindak pidana,oleh sebab SK Kapolri tersebut perlu
ditindak lanjuti ke jenjang yang lebih tinggi yakni merevisi UU ITE sehingga

akan menciptakan ketertiban hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengangkat topik
tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Restoratif Justice
Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media
Elektronik ”’

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

" Ibid
®https://pasamanbarat.sumbar.polri.go.id/2022/05/24/polri-terapkan-restorative-justice-
dalam-kasus-dugaan-pencurian-40-petani-di-mukomuko/



a. Bagaimanakah implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara
pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik?

b. Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap implementasi restoratif justice
oleh polri terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media

elektronik?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada kajian Hukum Pidana khususnya
tentang Implementasi Restoratif Justice Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik
Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik. Adapun Penelitian juga mengkaji
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Studi penelitian
ini diambil di wilayah, Pengadilan Negeri Kelas | A Tanjung Karang, dan Akademisi

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Studi Ini dilakukan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a.

Untuk mengetahui implementasi penekanan penggunaan restoratif justice oleh polri
terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik
yang dilakukan oleh polisi.

Untuk menganalisis faktor penghambat terhadap implementasi restoratif justice oleh
polri terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media

elektronik yang dilakukan oleh polisi.



2.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara

praktis, yaitu sebagai berikut :

a.

1)

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian
ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan Implementasi restoratif
justice oleh polri Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui
Media Elektronik.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan
kontibusi positif bagi Implementasi restoratif justice oleh polri Terhadap Perkara

Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik.

. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka Teori

Restoratif Justice

Berbicara konteks hukum di Indonesia, bahwa nilai keadilan restoratif sudah
lama dikenal umum dalam bentuk sistem hukum tradisional, yaitu hukum adat
dan hukum pidana Islam yang ada sebelumnya pada saat penjajahan Belanda
di kepulauan dan penggantian namanya menjadi Indonesia. Oleh karena itu,
praktik keadilan restoratif sudah dilakukan sejak lama, seperti yang
diberlakukan dalam yang baru-baru ini yang dikemukakan oleh Satjipto
Rahardjo. Hukum adat, hukum pidana Islam, dan hukum modern. perlu di
kontribusikan dalam praktik yakni. pengembangan dan implementasi keadilan

restoratif di Indonesia.’

% Ferry Fathurokhman, A Study of Restorative Justice in Indonesia: An Eclecticism of Adat

Law, Islamic Criminal Law, and Modern Law, Sekolah Pascasarjana Universitas Kanazawa
Lingkungan Manusia dan Sosial Studi Lingkungan Manusia dan Sosial, 2014, him. 2



Istilah "keadilan restoratif* menjadi akrab dalam kriminologi dan bidang
hukum pidana. Selain itu, keadilan restoratif muncul sebagai tren global dalam
menangani kejahatan. Untuk mengembangkan pemahaman yang lebih dalam
tentang keadilan restoratif, saya ingin melacak asal usul istilah ini. Dalam
banyak literatur, pendukung keadilan restoratif telah dengan suara bulat
menegaskan bahwa istilah "keadilan restoratif" pertama kali diciptakan oleh
Albert Eglash. Kebanyakan dari mereka juga setuju bahwa itu pertama kali

muncul di makalahnya tahun 1977.%

Mengacu dalam makalahnya, Eglash menggambarkan tiga wajah keadilan:'*
(1) keadilan retributif;
(2) keadilan distributif dan;

(3) keadilan restoratif.

Aspek pertama sangat bergantung pada hukuman sebagai teknik utama untuk

menangani kejahatan, sedangkan yang kedua menganjurkan perlakuan terapeutik

bagi para pelanggar. Aspek ketiga, yaitu keadilan restoratif, mengusulkan restitusi

sebagai ciri khasnya dalam menangani kejahatan. Eglash menyebut ini sebagai

restitusi kreatif. Dia mencatat bahwa, dalam banyak hal, keadilan retributif dan

distributif memiliki kesamaan tetapi berbeda dari restitusi kreati

f_12

Sebagai contoh, hukuman dan perawatan terapeutik terutama berkaitan dengan

perilaku pelaku, sedangkan keadilan restoratif difokuskan pada konsekuensi yang

merusak atau berbahaya dari perilaku itu, dan pengaruhnya terhadap korban

19 1bid, him10
% 1bid, him10
2 1bid, him11



tindak pidana. Dari sudut pandang korban, ia diabaikan oleh hukuman dan
pendekatan pengobatan terapeutik, kecuali sebagai saksi. Di sisi lain, restitusi
kreatif menjadikan para korban dan kebutuhan mereka sebagai pertimbangan
penting dan memberi mereka peran penting untuk dimainkan, baik dalam
mencapai keadilan maupun dalam mengembangkan program rehabilitasi atau

pemasyarakatan.*?

Restoratif justice tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif
yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam
hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu
dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran
yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting
yang berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan
dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro,

Semarang.**

Keadaan hukum Indonesia yang belum menentu pada waktu era reformasi
tersebut menjadikan lahirnya ide besar terhadap hukum progresif tersebut.
Gagasan yang dibuat tersebut mengingat bahwa aturan hukum dipandang masih
terlalu kaku dan juga tekstual yang tidak memperhatikan keadilan dan kepastian
hukum pada saat itu, oleh karena itu hukum progresif diimplementasikan tepatnya

pada tahun 2002.%

3 Ibid, him11

Y“Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi
Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyL.ib, Yogyakarta, 2009, hIm 60.

®lbid, him. 61



Hukum progresif tidak muncul begitu saja berkat kepribadian Satjipto Rahardjo
terhadap pandangannya terhadap keadaan hukum di Indonesia. Pada saat itu
dengan jelas bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat
memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia hukum” Barulah
pada Orde Baru hukum sudah bergeser makna dari social engineering ke dark
engineering karena digunakan untuk mempertahankan rezim kekuasaan.

Pengamatan yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas
adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan

hukum.*®

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa sudut pandang hukum progresif tidak
beranggapan pada arah legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih
mengarah kepada sosiologis. Hukum tidak selalu berpedoman oleh hukum positif
atau hukum perundang-undangan saja, tetapi hukum juga dapat berpedoman dan
melihat pada asas non formal.!” Perubahan sudut pandang hukum telah terjadi,
yaitu pusat hukumtidak lagi harus mengacu kepada peraturan saja, namun berada
pada aspek sosiologis manusia. Maka tidak begitu mengherankan jika kemudian
sudut pandang hukum progresif lebih mengarah pada keadilan hukum yang
sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya

prosedural.'®

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali mengesampingkan kehadiran hukum
positif, tetapi selalu mempertanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini

untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”. Secara sederhana hukum

®Ibid, him. 61
Ysatjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, him 116.
®lbid, him. 117
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tidak ingin dibelenggu oleh bunyi undang-undang semata. Keadilan dan

kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.™®

Berbicara mengenai konsep Restoratif justice (Keadilan Restoratif) dari uraian
diatas maka dapat diketahui lahirnya Restoratif justice berasal dari teori besar
milik Satjipto Rahardjo yang bernama teori hukum progresif. Pemaknaan
Restoratif justice sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada
kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran
serta masyarakat, dan konsep ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau
sebagai ajang penjatuhan pidana saja. Konsep ini korban diikutsertakan juga
dalam proses, pelaku yang melakukan tindak pidana juga didorong untuk
bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki tindakannya yang
merugikan korban dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri,

atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.?

Seorang ahli  krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall,
mengemukakan  dalam  tulisannya  “Restoratif = justicean = Overview”
mengatakan:>“Restoratif justice is a process whereby all the parties with a stake
in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the

aftermath of the offence and its implication for the future”

Terjemahan Bebas : restoratif justice adalah sebuah proses yang mana para pihak

yang berkepentingan antara pelaku kejahatan dan korban bertemu guna

“Ibid, him. 117

L jli Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, Mandar Maju,
2007, him. 63.

ek eadilan Restorasi”, Sumber: http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-
restorasi.html, diakses pada Tanggal 3 Oktober 2019



http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html
http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html
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menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama sehingga dari pertemuan
tersebut di dapati sebuah titik temu untuk bagaimana menyelesaikan akibat dari
pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan masing-masing para pihak.*?

Pendekatan Restoratif justice lebih memprioritaskan kepada kebutuhan baik korban
maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restoratif justice(Keadilan
Restoratif) sangat membantu para pelaku kejahatan untuk menghidari stigma negatif

karena adanya pemidanaan dan juga labelisasi mantan narapidana terhadap diri pelaku.?®

Konsep Restoratif justice (Keadilan Restoratif) dasar pemikirannya sederhana. Selama ini
dalam rangka mewujudkan keadilan harus berdasarkan pembalasan yang setimpal dari
korban kepada pelaku yakni dengan menerapkan hukuman penjara bagi para pelaku;
namun semua konsep itu dirubah dengan memberikan dukungan moril dan materiil
kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan

keluarga dan masyarakat bila diperlukan.?*

Restoratif justice sendiri mengandung definisi dari bentuk penyelesaian yang dilakukan
dengan memprioritaskan keadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak
lain yang menjadi korban serta terlibat dalam suatu tindak pidana dan secara bersama
mencari solusi terhadap penyelesaian tindak pidana dan tujuan akhirnya yang terpenting

adalah pemulihan kembali pada keadaan semula.”

Adapun untuk mewujudkan konsep restorative justice bagi korban dan pelaku, para
penegak hukum diharuskan untuk berpikir dan bertindak secara progresif yaitu tidak

menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (contra legem)

Z|bid, him. 1

Z1bid, him. 2

*Ibid, him. 3

*Kejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak”,
Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-
anak, diakses pada Tanggal 3 Oktober 2019



http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak
http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak
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karena pada akhirnya tujuan hukum itu bukan hanya terpaut teks belaka demi tercapainya

sebuah keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Munculnya konsep Restorative Justice bukan berarti menghapuskan sama sekali pidana

penjara, dalam beberapa tindak pidana tertentu yang mengakibatkan kerugian secara

massive atau pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang,

maka pidana penjara akan menjadi tetap yang terdepan (Primium Remedium). Konsep

Restorative Justice berfungsi sebagai mobilitas dari Asas peradilan sederhana, cepat dan

biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan

masyarakat.

2) Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang

didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran,

kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum

secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek

sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan

hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,

yaitu:

a.
b.

Faktor hukumnya sendiri;

Faktor penegak hukum, vyaitu pihak yang membentuk maupun
menetapkan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
dan diterapkan;

Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.?®

% gSoerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, 1983, him. 4-5
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Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu
mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan,
penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan

menegakkan hukum.

Secara kelembagaan, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, terdiri atas
beberapa struktur hukum, meliputi Badan Peradilan, Kepolisian, Badan
Penuntutan (Kejaksaan), Lembaga Pemasyarakatan, Penasihat Hukum,
Konsultan Hukum, serta badan-badan penyelesaian sengketa hukum di luar

pengadilan.

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada
dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk
yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi
meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-
orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk inconcreto, atau
norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup
dalam masyarakat (living law), maupun hukum inabstracto, atau norma hukum

umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (law in books).

Menurut Soerjono Soekanto Komponen adalah budaya hukum, “the legal
culture, system-their beliefs, values, ideas, and expectation”. Budaya hukum
adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai,
pemikiran, serta harapannya. Kultur atau budaya hukum berupa sikap tindak
masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Atau dapat juga dikatakan, bahwa

budaya hukum adalah keseluruhan jalinan nilai sosial yang berkaitan dengan
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hukum beserta sikap tindak yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa

malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.?’

Budaya hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suasana pemikiran sosial
dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan,
dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri
tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan

hidup yang berenang di lautnya.?

Permasalahan budaya hukum menurut Soerjono Soekanto tidak hanya dapat
ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan
antardepartemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat
penegak hukum, masyartakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan
warga masyarakat secara keseluruhan. Peranan tokoh masyarakat, para ulama,
pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.?

Masalah penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah merupakan
suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian
setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan
corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah

%7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja
Grafindo Persada, 1983. him. 7

# bid, him. 8
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yang ingin atau yang akan diteliti.*® Kerangka konseptual yang akan digunakan

dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Restoratif Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan.31

b. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu.*

c. Pencemaran Nama Baik adalah sebuah tindakan yang menyerang kehormatan atau
nama baik seorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal
itu diketahui umum.®

d. Penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat daripada
serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini
bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama
baik.>*

e. Media Sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi
setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi public dalam sistem
terbatasi, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta
menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.*

f. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

%950ekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali, Jakarta,.

31 pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak

%2 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Bintang
Indonesia, Bandung. 1978

% https://brainly.co.id/tugas/13683219

% Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Penghormatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,
him. 7.

% Henderi, Muhammad Yusup, Yuliana Isma Graha. 2007. Pengertian Media Sosial,
(Online),( http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html, diakses pada 13 Juni 2020)



https://brainly.co.id/tugas/13683219
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interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah

yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*

Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup
Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan

Konseptual serta Sistematika Penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah
sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari
Tinjauan Mengenai Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik,
Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, Konsep Restoratif

Justice, Upaya Penegakan Hukum

METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh
dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari
pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, serta analisa data.

IV. .HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

** pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak
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Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap
permasalahan yang ada seperti Bagaimanakah implementasi restoratif justice
terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media
elektronik? Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap implementasi
restoratif justice terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan

melalui media elektronik?

PENUTUP
Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang
berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta

berisikan saran-saran penulis.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Mengenai Restoratif justice

Restoratif justice tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif
yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam
hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu
dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran
yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting
yang berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan
dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro,

Semarang.®’

Keadaan hukum Indonesia yang belum menentu pada waktu era reformasi
tersebut menjadikan lahirnya ide besar terhadap hukum progresif tersebut.
Gagasan yang dibuat tersebut mengingat bahwa aturan hukum dipandang masih
terlalu kaku dan juga tekstual yang tidak memperhatikan keadilan dan kepastian
hukum pada saat itu, oleh karena itu hukum progresif diimplementasikan tepatnya

pada tahun 2002.%®

Hukum progresif tidak muncul begitu saja berkat kepribadian Satjipto Rahardjo
terhadap pandangannya terhadap keadaan hukum di Indonesia. Pada saat itu

dengan jelas bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia sangat

*’Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi
Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyL.ib, Yogyakarta, 2009, hIm 60.
38 1hi
Ibid
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memperhatikan. Pada tahun 1970-an sudah ada istilah “mafia hukum” Barulah
pada Orde Baru hukum sudah bergeser makna dari social engineering ke dark
engineering karena digunakan untuk mempertahankan rezim kekuasaan.
Pengamatan yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran di atas
adalah makin langkanya kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan

hukum.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “sudut pandang hukum progresif tidak
beranggapan pada arah legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih
mengarah kepada sosiologis. Hukum tidak selalu berpedoman oleh hukum positif
atau hukum perundang-undangan saja, tetapi hukum juga dapat berpedoman dan
melihat pada asas non formal.”> Dengan demikian perubahan sudut pandang
hukum telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi harus mengacu kepada peraturan
saja, namun berada pada aspek sosiologis manusia. Maka tidak begitu
mengherankan jika kemudian sudut pandang hukum progresif lebih mengarah
pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan

hukum yang sifatnya prosedural.**

Kekuatan hukum progresif tidak sama sekali mengesampingkan kehadiran hukum
positif, tetapi selalu mempertanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini
untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”. Secara sederhana hukum
tidak ingin dibelenggu oleh bunyi undang-undang semata. Keadilan dan

kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.*

39 |hi
Ibid
“0 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta, 2008, him 116.
41
Ibid
* Ibid
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Berbicara mengenai konsep Restoratif justice(Keadilan Restorative) dari uraian
diatas maka dapat diketahui lahirnya Restoratif justiceberasal dari teori besar
milik Satjipto Rahardjo yang bernama teori hukum progresif. Pemaknaan
Restoratif justice sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada
kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran
serta masyarakat, dan konsep ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau
sebagai ajang penjatuhan pidana saja. Dalam konsep ini korban diikutsertakan
juga dalam proses, pelaku yang melakukan tindak pidana juga didorong untuk
bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki tindakannya yang
merugikan korban dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri,

atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.*:

Seorang ahli  krimonologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall,
mengemukakan dalam tulisannya “Restoratif justicean Overview” mengatakan:
“Restoratif justiceis a process whereby all the parties with a stake in a particular
offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the

offence and its implication for the future”.*

Terjemahan Bebas : restoratif justice adalah sebuah proses yang mana para pihak
yang berkepentingan antara pelaku kejahatan dan korban bertemu guna

menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama sehingga dari pertemuan

*® Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung, Mandar Maju,
2007, him. 63.

*  “Keadilan Restorasi”’,  Sumber: http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-
restorasi.html, diakses pada Tanggal 3 Juni 2021



http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html
http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html
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tersebut di dapati sebuah titik temu untuk bagaimana menyelesaikan akibat dari

pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan masing-masing para pihak).*®

Pendekatan restoratif justice lebih memprioritaskan kepada kebutuhan baik
korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restoratif justice
(Keadilan Restorative) sangat membantu para pelaku kejahatan untuk menghidari
stigma negatif karena adanya pemidanaan dan juga labelisasi mantan narapidana

terhadap diri pelaku.*°

Konsep restoratif justice (Keadilan Restorative) dasar pemikirannya sederhana.
Selama ini dalam rangka mewujudkan keadilan harus berdasarkan pembalasan
yang setimpal dari korban kepada pelaku yakni dengan menerapkan hukuman
penjara bagi para pelaku; namun semua konsep itu dirubah dengan memberikan
dukungan moril dan materiil kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk

bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.*’

Restoratif justice sendiri mengandung definisi dari bentuk penyelesaian yang
dilakukan dengan memprioritaskan keadilan yang melibatkan pelaku, korban,
keluarga dan pihak lain yang menjadi korban serta terlibat dalam suatu tindak
pidana dan secara bersama mencari solusi terhadap penyelesaian tindak pidana
dan tujuan akhirnya yang terpenting adalah pemulihan kembali pada keadaan

semula.*®

** |bid

*® Ibid

" Ibid

K ejaksaan Agung Akan Revisi Juknis Penuntutan Anak”,
Sumber: http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-
anak, diakses pada Tanggal 3 Oktober 2019



http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak
http://www.tribunnews.com/2012/01/20/kejaksaan-agung-akan-revisi-juknis-penuntutan-anak
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Adapun untuk mewujudkan konsep restoratif justice bagi korban dan pelaku, para
penegak hukum diharuskan untuk berpikir dan bertindak secara progresif yaitu
tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi perlu menerobos aturan (contra
legem) karena pada akhirnya tujuan hukum itu bukan hanya terpaut teks belaka

demi tercapainya sebuah keadilan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Munculnya konsep restoratif justice bukan berarti menghapuskan sama sekali
pidana penjara, dalam beberapa tindak pidana tertentu yang mengakibatkan
kerugian secara massive atau pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan nyawa
seseorang hilang, maka pidana penjara akan menjadi tetap yang terdepan
(primium remedium). Konsep restoratif justiceberfungsi sebagai mobilitas dari
Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin

terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.

B. Konsep Umum Tentang Ultimum Remedium Sebagai Langkah Terakhir
Pemidanaan

1. Konsep Ultimum Remedium Sebagai Upaya Terakhir Pemidanaan
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terkadang keamanan dan
ketertiban terganggu oleh oknum yang mencoba melakukan tindak
kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang bersifat relatif
dimana banyak aspek yang mempengaruhi, seperti aspek ekonomi, sosial,
budaya dan lain-lainnya yang senantiasa menimbulkan perasaan tidak
aman dan ketakutan di dalam masyarakat. Untuk menjaga agar keamanan
dan ketertiban dalam masyarakat tetap terjaga dari perilaku kriminal,
hukum pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam

menanggulangi masalah tersebut.
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Sanksi pidana merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjaga
keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya.
Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan sebuah
negara yang menurut JJ. Rosseau, didasarkan pada perjanjian masyarakat.
Selanjutnya rakyat bersepakat mengadakan sebuah perjanjian luhur yang
dituangkan dalam sebuah hukum dasar berwujud konstitusi negara, beserta

peraturan-peraturan dibawahnya.

Salah satu kebijakan pidana yang digunakan Negara adalah pemberian
sanksi pidana melalui undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya,
penerapan sanksi pidana dalam tiap peraturan sebagai senjata utama®™ atau
disebut juga primum remedium sejatinya dapat mengakibatkan
terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara. Karena pada
kenyataannya, sanksi pidana tidak dapat memulihkan keadaan yang rusak
oleh perbuatan pidana, juga tidak dapat memperbaiki perilaku pelaku
tindak pidana. Sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan
kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara, yaitu antara korban dan

pelaku tindak pidana.*®

Mudzakir memandang hukum pidana dan Sistem Peradilan Pidana saat ini
tidak memberikan keadilan bagi masyarakat karena keadilan yang

ditegakkan masih bersifat pembalasan (Retributive Justice).*® Penyelesaian

* Mansyur Kartayasa, Restoratif justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi,
Makalah disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme
Menuju Peradilan yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59,
25 April 2012, him.1-2.

% Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta,
Disertasi, Universitas Indonesia, 2001, him.180.
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perkara pidana dengan mempergunakan pendekatan represif sebagaimana
dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana, telah melahirkan keadilan
retributif (Retributive Justice), yang berorientasi pada pembalasan berupa
pemidanaan dan pemenjaraan. Bahwa pelaksanaan keadilan retributif
dirasa kurang menghasilkan keadilan bagi semua pihak terutama korban.
Oleh sebab itu diperlukan adanya suatu upaya pembaharuan hukum

pidana, guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Kongres International Penal Reform Conference yang diselenggarakan di
Royal Holloway College, University of London, bahwa salah satu unsur
kunci dari agenda baru pembaharuan hukum pidana (the key elements of a
new agenda for penal reform) ialah perlunya memperkaya sistem
peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam
penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar-standar hak asasi
manusia (the need to enrich the formal judicial system with informal,
locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights
standards), dengan strategi pengembangan dalam  melakukan
pembaharuan hukum pidana, antara lain:

1) Restorative justice;

2) Alternative dispute resolution;

3) Informal justice; dan;

4) The role of civil society in penal reform.*

> Mansyur Kartayasa, Op.cit, him. 5
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Salah satu pembaharuan hukum yang diinginkan adalah penyelesaian
perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
Adapun Tony F. Marshall memberikan definisi Restoratif justicesebagai
“is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively
resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications
for the future.” (suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah

bagaimana menangani akibat di masa yang akan da‘[ang)”52

Menurut Stephenson, Giller, dan Brown salah satu bentuk Keadilan
Restoratif, yang mempunyai tujuan memperbaiki tindakan kejahatan
dengan menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan komunitas
adalah Mediasi Penal (Victim-Offender Mediation).>® Pada umumnya di
Indonesai kita mengenal Mediasi sebagai bentuk pilihan penyelesaian
sengketa (Alternative Dispute Resolution) dalam bidang hukum perdata,
yang mana mediasi diartikan sebagai suatu proses negoisasi pemecahan
masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama
dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka

memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.**

Perkembangan hukum yang terjadi saat ini, memungkinkan bahwa mediasi

tidak hanya dapat diterapkan dalam ranah hukum perdata namun juga

52 Apong Herlina, Restorative Justice, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol.3 No.lll,
September 2004, him.19

% Made Agus Mahendra Iswara, Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restoratif
justicedalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali, Tesis, Program Pascasarjana Megister
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, him 3

> Gary Gopaster, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian
Sengketa Melalui Negosiasi, Jakarta, Elips Projek, 1993, him. 201
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dapat dipergunakan dalam hukum pidana. Mediasi dalam hukum pidana
dikenal dengan mediasi penal.Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A.
Syukur, Mediasi Penal adalah ‘“Penyelesaian perkara pidana melalui
musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan
pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan

pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.”55

Berdasarkan penjabaran diatas, pemberian sanksi pidana seyogyanya
dijadikan sebagai obat terakhir atau disebut juga ultimum remedium
selama upaya lain dapatdapat dilakukan demi kebaikan bersama. Mengutip
pendapat dari H.G de Bunt dalam bukunya strafrechtelijke handhaving
van miliue recht, hukum pidana dapat menjadi senjata utama (primum
remidium) jika korban sangat besar, tersangka/terdakwa merupakan
recidivist, dan kerugian tidak dapat dipulihkan (irreparable).”® Kemudian
disimpulkan oleh Remmelink, bahwa sangat jelas dan nyata sebagai sanksi
yang tajam, hukum pidana hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme
penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tiada berdaya guna atau

tidak dipandang cocok.

Melihat beberapa pendapat ahli diatas mengenai penggunaan hukum
pidana, maka Syarat Hukum Pidana/Sanksi Pidana dapat dijadikan sebagai

suatu primum remedium yaitu:

% DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal, Penerapan Restoratif justicedi
Pengadilan Anak Indonesia, Depok, Indie-Publishing, 2011, him. 86.

*® Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Kencana Prenada, Jakarta, Media
Group, 2010, Cet. I, him. 192
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1) apabila sangat dibutuhkan dan hukum yang lain tidak dapat
digunakan (mercenary);
2) Menimbulkan korban yang sangat banyak;
3) Tersangka/terdakwa merupakan recidivist;
4) Kerugiannya tidak dapat dipulihkan (irreparable);
5) Apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan
telah tiada berdaya guna atau tidak dipandang.®’
Beberapa ahli memberikan pandangan bahwa hukum pidana dapat
digunakan sebagai primum remedium dengan kriteria tertentu sebagaimana
disebut diatas, seharusnya hukum pidana ditempatkan sebagai senjata
terakhir (ultimum remedium) dalam pemidanaan, karena sejatinya hukum

pidana merupakan hukum yang paling keras diantara instrumen-instrumen

hukum lain yang mengontrol tingkah laku masyarakat.

Selain itu, perlu dipahami bahwa penetapan sanksi pidana seyogyanya
dilakukan secara terukur dan berhati-hati, karena hal itu terkait dengan
kebijakan peniadaan kemerdekaan dari hak asasi manusia yang dilegalisasi
oleh undang-undang. Sudikno Mertokusumo berpendapat, hukum yang
berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia dalam penegakannya
harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain:
kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan
keadilan (Gerechtigkeit).®® Oleh karenanya, dalam menentukan pemberian
sanksi pidana dalam suatu pemidanaan perlu memperhatikan ketiga unsur
fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi

tujuan dari hukum.

>’ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Op.cit, him. 87
%8 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2005,
him. 160
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Hukum pidana dipandang sebagai ultimum remedium atau sebagai alat
terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan
karena sifat pidana yang menimbulkan nestapa, demikan Sudarto
mengemukakan pada pelaku kejahatan, sehingga sebisa mungkin dihindari

penggunaan pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.*®

Fungsi hukum pidana yang besifat subsidair tersebut juga sering disebut
dengan ultimum remedium atau sebagai obat terakhir, yaitu sebagai obat
yang baru akan digunakan manakala obat lain diluar hukum pidana sudah
tidak dapat efektif digunakan.®® Van Bemmelen berpendapat bahwa yang
membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain adalah
sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan
sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga
sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan
untuk menggangap hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu usaha
terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta
memberikan tekanan psikologi agar orang lain tidak melakukan kejahatan.
Penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi oleh karena sanksinya
yang bersifat penderitaan, dengan kata lain penggunaanya dilakukan jika

sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.®*

%9 H. Setiyono, Kejahatan Korporasi, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, him. 102

80 H, Setiyono, Op.Cit

%1 PAF Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti, 1997, him 17
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Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat
terakhir.®? Istilah ultimum remidium diartikan dengan pemberian sanksi
pidana yang dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak
berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi
pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata,

maupun sanksi administratif.>

Mekanisme ini dipergunakan agar selain memberikan kepastian hukum
juga agar proses hukum pidana yang cukup panjang dapat memberikan
keadilan baik terhadap korban maupun terhadap pelaku itu sendiri. Dari
penjelasan yang dijabarkan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa
ultimum remedium merupakan istilah lumrah yang biasa dipakai atau
dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum,
yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum

pidana.

2. Ultimum Remedium dalam Hukum di Indonesia
Sejatinya, masalah sanksi menjadi isu penting dalam hukum pidana karena
dipandang sebagai pencerminan sebuah norma dan kaidah yang
mengandung tata nilai yang ada di dalam sebuah masyarakat. Adanya
pengaturan dan penjatuhan sanksi muncul akibat adanya reaksi dan
kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran/kejahatan yang terjadi. Untuk
itu, Negara sebagai perwakilan dari masyarakat menggunakan

kewenangannya dalam mengatasi permasalahannya melalui kebijakan

62 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit
% https:/fistilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium/ diakses pada 07
April 2019
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pidana (criminal policy). Salah satu kebijakan pidana yang digunakan
Negara adalah pemberian sanksi pidana melalui undang-undang. Namun
dalam pelaksanaannya, penetapan sanksi pidana melalui undang-undang di
Indonesia sekarang ini lebih digunakan sebagai primum remedium

daripada sebagai ultimum remedium.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa undang-undang yang ada dimana
hampir sebagian besar undang-undang mencantumkan sanksi pidana.
Sementara itu, tidak sedikit undang-undang yang menggunakan ancaman
pidana dalam ketentuan hukum pidana dengan konstruksi meletakan
hukum pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif dengan
konstruksi dalam pasalnya sebagai berikut:

1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);

2. (sanksi pidana) + atau + (sanksi denda);

3. (sanksi pidana);

4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).®*

Hal ini menunjukkan ada pergeseran politik hukum (legal policy)
mengenai penerapan hukum pidana yang semula sebagai upaya/cara
terakhir (ultimum remedium) menjadi upaya/cara pertama (primum
remedium), dimana sanksi pidana masih dianggap senjata utama dalam
menghukum seseorang sebagai pembalasan perbuatan jahatnya di masa

lalu.

® Jurnal Konstitusi, Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Volume 12 No. 4, 2015,him. 879
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Fenomena saat ini timbul karena masyarakat sudah terlalu sering
memandang pelaku kejahatan sebagai satu-satunya faktor kejahatan,
seolah-olah kejahatan tidak bisa disebabkan faktor-faktor lainnya seperti
faktor lingkungan (keluarga), kurangnya pendidikan, kurangnya
pemahaman nilai-nilai agama, atau bahkan faktor yang mungkin saja
datang dari korban kejahatan itu sendiri, apabila ditelusuri lebih mendalam
bahkan beberapa alasan tersebut mungkin saja justru bersumber dari

kelemahan negara.

Masyarakat masih menganggap bahwa sanksi pidana merupakan media
pembalasan perbuatan jahat seseorang tanpa mempertimbangkan faktor
lain dan dampak dari sanksi tersebut bagi pelaku ataupun korban.
Nyatanya, penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan
masalah karena ternyata dengan sanksi pidana tidak terjadi pemulihan
keadilan yang rusak oleh suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu konsep
keadilan restoratif perlu menjadi pertimbangan dalam pemulihan keadilan

terhadap suatu tindakan pidana.

Hal ini sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium yang
mana penggunaan sanksi pidana digunakan sebagai hukum atau senjata
terakhir ketika sanksi-sanksi lain seperti sanksi perdata dan sanksi

administratif sudah tidak dapat dilaksanakan.
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C. Tinjauan Umum Mengenai Media Elektronik Internet Berserta
Pembuktiannya

1. Definisi tentang Internet dan cyber space
Tidak mudah untuk mendefinisikan tentang apa itu internet, sebab tiap orang
akan berpendapat lain jika ditanya tentang pengertian internet. Istilah internet
merupakan akronim dari Interconnection Networking, dalam dunia globalisasi
internet diartikan sebagai global network of computer network. Internet adalah
sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya
informasi tersebut sangat luas dan sangat besar, sehingga tidak ada satu orang,

satu organisasi, bahkan satu Negara yang dapat menanganinya sendiri.

Internet adalah “a network of computer networks”, kita dapat memikirkannya
sebagai suatu sistem yang mengkombinasikan berbagai komputer dari seluruh
dunia kedalam satu komputer raksasa yang dapat dioperasikan dari komputer
personal di depan kita.

Beberapa pengertian Internet menurut beberapa literatur :

a) Dalam sebuabh situs di internet yaitu MyPersonalLibraryOn Line.com,
“internet”  didefinisikan = sebagai  jaringan = komputer yang
menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi,
maupun perorangan;

b) The US Supreme Court, menurut Abdul Wahid internet sebagai
“internasional network of interconnected computers,” (jaringan
internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan.

c) Agus Rahardjo mengistilahkan internet sebagai jaringan komputer
antar Negara atau antar benua yang berbasis protokol transmission
control protocol/internet protocol (TCP/IP).

d) Menurut Jhon December Internet adalah sebuah jaringan mengglobal
yang terbentuk dari berbagai jaringan komputer, masing-masing
jaringan tersebut terbentuk secara terdesentralisasi namun saling
terkoneksi melalui protokol yang disebut TCP/IP.%®

% John December.. “Defining Units of Analysis for Internet-based Communication”.
Journal of Computer Mediated Communication. Vol. 5, No. 1, 2006, him. 2
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Internet adalah produk teknologi, maka pendefinisiannya pun sebaiknya
mengikuti terminologi teknis. Namun terdapat kecenderungan untuk
melakukan penyederhanaan terhadap definisi Internet. Istilah internet lalu
dianggap mewakili medium tunggal, bukannya jaringan atau infrastruktur bagi

pertukaran data digital atau “information superhighway”.

Penyederhanaan tersebut dilakukan pula oleh sebagian pengamat/ilmuwan dari
disiplin ilmu komunikasi, yang menyebutkan Internet sebagai new media
dalam konteks sebuah medium tunggal, namun kadang memisahkan konteks
Internet dengan new media. John December dalam Journal of Computer
Mediated Communication. December dalam artikelnya Defining Units of
Analysis for Internet-based Communication menawarkan bahwa kajian
Komunikasi berbasis Internet harus diarahkan pada bagian-bagian yang lebih
spesifik, karena Internet bukan medium tunggal namun memiliki berbagai
bentuk media didalamnya, menurut John December tersebut :

“Internet communication is not a single medium sharing common time,

distribution, and sensory characteristics, but a collection of media that

differ in these variables. | define a unit of analysis called a media space,

which uses the clientserver-content triad as the basis for its definition. This

concept of media space is one way to describe how the Internet consists of a

. ) 66
range of media”.

Internet diposisikan sebagai infrastruktur telekomunikasi data digital,
sementara yang dimaksud new media adalah aplikasi-aplikasi komunikasi
antar manusia yang menggunakan jaringan Internet sebagai saluran

pertukaran datanya. Internet diasosiasikan sebagai sistem jalan raya yang

% 1bid, him. 5
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digunakan orang untuk membawa benda-benda dari satu tempat ke tempat
lain. Jika jaringan jalan raya di dunia nyata digunakan untuk memindahkan
benda-benda fisik berbasis atom, maka Internet digunakan untuk

memindahkan material digital.

Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tak terbatas. Dengan
medium internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia
nyata sulit dilakukan karena terbatas ruang dan waktu, menjadi lebih mudah.
Seiring dengan semakin populernya internet sebagai “the network of the
network®, masyarakat penggunanya yang disebut internet global community

(netizent) seakan-akan mendapati dunia baru yang dinamakan “cyber space”.

Howard Rheingold mengatakan, cyber space adalah sebuah “ruang imajiner”
atau “maya” yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja
yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang

baru.

Lain dengan Howard, Agus Rahardjo menyebut cyber space sebagai sebuah
dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication)
yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut relitas

virtual (maya).

Terdapat teknologi lanjutan yang berlandaskan pada teknologi internet.
Teknologi web, email dan chatting adalah teknologi yang melahirkan ruang

interaksi antar manusia melalui perantaraan jaringan internet. Teknologi web
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melahirkan world wide web, teknologi email melahirkan sistem persuratan
elektronik, teknologi chatting melahirkan

Aplikasi dan ruang chatting/percakapan tersinkron (synchronous) di ruang
maya. Ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling sering digunakan
sebagian besar pengakses internet, itulah sebabnya Internet sering diartikan
sama dengan world wide web, email, dan chatting. Pada perkembangannya
sekarang teknologi web bahkan telah mampu mengintegrasikan fungsi email

dan chatting dalam suatu halaman web.

2. Sejarah singkat Internet dan perkembangannya
Awal munculnya internet tidak terlepas dari perang dingin antara Uni Soviet
(USSR) dan Amerika Serikat setelah PD Il dalam uji coba yang dilakukan
olen US Departement of Defense (departemen pertahanan Amerika Serikat)
pada tahun 1969 dengan nama APRAnet (Advance Research Project Agency
Network). APRAnRet dibangun dengan maksud untuk membuat suatu jaringan
komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik
yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan
cara ini, diharapkan apabila terdapat satu jaringan yang terputus, maka jalur
yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan kesaluran

lainnya.®’

Pada mulanya jaringan ini disebut DARPA internet, lalu hanya disebut
internet saja. Selanjutnya, seiring dengan diciptakannya Transmission Control

Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), maka metode pengiriman data melalui

®7 www.MyPersonalLibraryOnLine.com>[28 November 2009 pukul 20.00].
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jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan
tujuan masing-masing dalam satu paket menjadi sangat mudah, sehingga pada
tahun 1980, National Science Foundation (NSF) secara bertahap
mengembangkan jaringannya dengan nama NSFNet. Selanjutnya internet
mulai digunakan untuk kepentingan akademis, dengan menghubungkan

berbagai perguruan tinggi.

Awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, meliputi
remote acces, e-mail/messaging, maupun diskusi melalui news group (usenet),
belum ada layanan berbasis WWW (World Wide Web) seperti saat ini.
Layanan berbasis WWW dirancang oleh Berners Lee di laboratorium Conseil
Europeen pour la Recherche Nuclaire (CERN) di Jenewa. Sejak saat itulah
pemakaian internet mulai menjamur di berbagai belahan dunia, hingga pada
sekitar tahun 1994 masuk ke Indonesia. Sebelumnya, beberapa perguruan
tinggi seperti Universitas Indonesia telah terhubung dengan jaringan internet
melalui gateway yang menghubungkan Universitas dengan network di luar

negeri.

Kelebihan dan kelemahan media internet

Secara umum, media internet memiliki kelebihan dibandingkan media lain
yang selama ini ada, diantaranya adalah :

1). Kelebihan media internet :

a) Efisien, dalam hal waktu;

b) Tanpa batas, penjelajahan melalui internet tidak mengenal batas,
baik ruang/tempat maupun waktu (Absence of boundaries);

c) Terbuka selama 24 jam (24 hours online), internet dapat diakses
selama 24 jam, jadi sewaktu-waktu penjelajah dunia virtual dapat
melakukan penjelajahannya;
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d) Interaktif, terdapat banyak situs-situs yang menyediakan fasilitas
interaktif dapat diakses melalui media internet;

e) Terjalin dalam sekejap (Hyperlink), informasi yang tersedia tersaji
dalam bentuk hyperlink, berarti pengunjung dapat melompat dari
satu informasi ke informasi yang lain baik yang mempunyai ikatan
langsung maupun tidak memiliki ikatan.®

2). Kelemahan media internet :

a) Kesenjangan digital (Digital Divide) Kesenjangan digital adalah
adanya jarak/kesenjangan antara mereka yang memiliki akses
terhadap teknologi digital dengan mereka yang tidak memiliki
akses;

b) Content Credibilitz
Internet dapat diakses oleh hampir semua orang pada wilayah yang
amat sangat tersebar. Telah lama dipercaya bahwa konten yang
beredar melalui jaringan internet dapat dibuat oleh siapa saja
dengan menyembunyikan identitas diri, sehingga kredibilitas
konten menjadi sangat lemah.®®

4. Penggunaan Alat Bukti Konvensional Dalam Kasus Cyber Crime
Dalam kasus cybercrime, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja
dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika
terhadap perbuatan cybercrime tersebut telah dapat dikenakan delik-delik

konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas.

Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan
dengan perbuatan pelaku cybercrime melalui jalur KUHAP. Artinya disini kita
tetap menggunakan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli,
surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Minimalnya kesalahan pelaku dapat
terbukti dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat-alat

bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi suatu perbuatan dan

% 1bid
* Ibid
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membuktikan adanya akibat dari perbuatan cybercrime. Sebagaimana akan

dijabarkan satu-persatu sebagai berikut:”

Keterangan Saksi

Berkenaan dengan sifat cybercrime yang virtual, menurut David Siregar
selaku Penyidik Krimsus Polda Lampung maka pembuktian dengan
menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung.
Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya

mendengar dari orang lain.

Kesaksian ini dikenal sebagai testimonium de auditu atau hearsay evidance.
Meskipun kesaksian sejenis ini tidak diperkenankan sebagai alat bukti, akan
tetapi dalam praktiknya tetap dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

bagi hakim untuk memperkuat keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan.

Kemungkinan sebelum yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui
hasil interaksi di dalam dunia cyber, seperti chatting dan e-mail antara
pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seseorang administrator

sistem komputer yang telah disertifikasi.

Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaanya jika Jaksa mengajukan alat
bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku cybercrime. Peran

keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu penjelasan di dalam

" Dikdik M. Arief Mansur dan Elsitaris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi

Informasi, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, him. 115-119
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persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan
dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Hal ini diperlukan karena terkadang dalam praktiknya, para pelaku cybercrime
dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi

oleh apaarat penegak hukum.

Saksi ahli ini tidak terbatas hanya pada operator laboratorium forensik
komunikasi, lebih luas lagi melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara
lain ahli dalam teknologi informasi, mendesain internet, program-program
jaringan komputer serta ahli dalam bidang enkripsi/password atau

pengamanan jaringan komputer.

Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini
para saksi ahli diharapkan dapat pembantu para penyidik dalam proses
penyidikan, dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh

Jaksa Penuntut Umum dan Hakim.

Peranan seorang ahli dalam cybercrime merupakan sesuatu yang tidak bisa
ditawar-tawar lagi mengingatkan pembuktian dengan alat bukti elektronik
masih sangat riskan penggunaannya di depan sidang pengadilan. Disinilah
pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan keyakinan

kepada Hakim.

Alat Bukti Surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan

penyidikan kasus cybercrime. Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan
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surat untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan
saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat

memberatkan pelaku kasus cybercrime di pengadilan.

Merujuk pada terminologinya surat dalam kasus cybercrime mengalami
perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan berisfat
online.Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasi ada dua

kategori sebagai berikut:

Pertama, bila sebuah sistem-sistem komputer yang telah disertifikasi oleh
badan yang berwenang, maka hasil print out komputer dapat dipercaya
keotentikannya. Contohnya receipt yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam

transaksi ATM.

Alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian meskipun dalam persidangan
akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut. Kedua, bukti sertifikasi dari badan
yang berwenang tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, karena
dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang, meskipun penggunaan kedua
bukti surat ini mengalami kendala dari segi pengertian pejabat yang
berwenang dimana di dalam perundang-undangan yang dimaksud dengan
pejabat yang berwenang adalah notaris. Jenis alat bukti surat lainnya dapat
berupa bukti elektronik yang dapat dicetak atau print out dan surat yang
terpampang dalam layar monitor sebuah jaringan komputer, selama kedua
bukti ini dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang dan sebuah sistem jaringan

komputer tersebut dapat dipercaya, maka surat tersebut memiliki kekuatan
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pembuktian yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan
dalam KUHAP.

Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau
keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maka dengan tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya
dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang
penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu
dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati

nuraninya.

Dalam cybercrime, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi,
yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti adalah
mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat
jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan
mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil

print out data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.

Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam
cybercrime akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat,
keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk
diterapkan. Bisa saja hakim memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut
di persidangan, akan tetapi apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan di

persidangan adalah bukti elektronik yang disertai dengan keterangan ahli,
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maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa
dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.

Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa
adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri. Dalam kasus
cybercrime, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-
cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi
jaringan serta motivasinya. Keterangan teradakwa mengenai keempat hal

tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa.

Pada praktiknya perolehan keterangan terdakwa menjadi sesuatu proses yang
sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan, kemampuan/pengetahuan teknologi
informasi penyidik yang terbatas, pelaku cybercrime yang sulit untuk
diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan diantara sesama pelaku
cybercrime. Meskipun bukan tidak mungkin dapat dilakukan penangkapan
dan penahanan terhadapnya, keterangan terdakwa yang bersifat memberatkan
akan sulit diperoleh mengingat seorang pelaku cybercrime tidak akan bersedia
membocorkan atau membuka rahasia jaringan/kelompok, baik rahasia
identitas pelaku lain maupun rahasia cara kerjanya. Jika keterangan terdakwa
dapat diajukan ke pengadilan dan hakim menilai bahwa keterangan tersebut
adalah sah. Kemudian Hakim memperoleh keyakinan, maka terhadap
terdakwa pelaku cybercrime tersebut dapat dikenakan delik-delik didalam

ITE.
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Dalam penggunaan alat-alat bukti konvensional atas kejahatan cyber, hakim
memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara dengan wajib
menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus membut
terobosan hukum jika belum ada undang-undang yang mengaturnya.
Keyakinan hakim untuk menerima alat bukti di persidangan menjadi hal yang
signifikan adanya. Begitu pentingnya peran hakim dalam kasus cybercrime,
Hakim harus mempunyai kemampuan dalam ilmu teknologi informasi dan

pandangan yang luas dalam penafsiran hukum.

D. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Menurut R Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal
225) dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah
“menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”.”* Yang diserang ini biasanya
merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan
tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan
yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam

lingkungan nafsu birahi kelamin.

Prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam KUHP, Bab XVI
tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 KUHP. Melihat pada
penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, dapat kita lihat bahwa KUHP

membagi enam macam penghinaan, yakni:

"' R. Soesilo. 1990 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta Komentarnya Pasal Demi
Pasal.Politeia, Bogor. him. 225.
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Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

Menurut R. Soesilo, supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka
penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah
melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar
(diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu
suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina
dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan

yang memalukan.”

Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, apabila tuduhan
tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu
dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut
pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau

gambar.

Fitnah (Pasal 311 KUHP)

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, sebagaimana
kami sarikan, perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak
masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila
tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk
membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan
apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena

terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa

2 Ibid
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meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). Apabila soal pembelaan itu tidak
dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa
apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak

disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Berdasarkan pada apa yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini
adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia
diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela
kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan

tuduhannya itu tidak benar.

Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata
makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, dalam penjelasan Pasal 315
KUHP, sebagaimana kami sarikan, mengatakan bahwa jika penghinaan itu
dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya
dengan mengatakan “anjing”, “asu”, ‘“sundel”, “bajingan” dan sebagainya,

masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan “penghinaan ringan. Penghinaan

ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan.”

Menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan seperti
meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong
melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan,

dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan,

 Ibid
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tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula
penghinaan.”
Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)

Menurut R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (hal. 337) memberikan uraian pasal
tersebut, yakni diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan
sengaja:
a. memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada
pembesar negeri;

b. menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang
kepada pembesar negeri sehingga kehormatan atau nama baik orang

itu terserang.”

Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)

Menurut R. Sugandhi terkait Pasal 318 KUHP, sebagaimana kami sarikan,
yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja
melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar

terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya:"®

Dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam
rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan
kejahatan.6 Selain sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), berkaitan dengan “pencemaran nama baik” juga
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-

74 y1a:
Ibid
" R. Sugandhi. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya.

Surabaya: Usaha Nasional.

" 1bid
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Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang undang No. 32 Tahun 2002, Pasal 36 ayat (5) menyebutkan bahwa

“Isi siaran dilarang :

a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika
dan obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan : “Setiap Orang
dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama
baik.” Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Undang-undang
No. 11 Tahun 2008) tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam
Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan
Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUUVI/2008 atas

judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan
seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat
(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi

Dan Transaksi Elektronik tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi
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manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah

Konstitusional.

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam
KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi

Elektronik harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP.

Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama
baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik
diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu

diketahui umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHP Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau
nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang
supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah. Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE
yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda
yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-

pasal penghinaan KUHP.
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Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi
elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan
dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan dijerat dengan Pasal 45
Ayat (1) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan/atau denda
maksimum 1 milyar rupiah. Untuk membuktikan kedua dugaan tersebut,
adalah tidak mudah untuk mengajukan bukti-bukti mengingat kejahatan yang
demikian bersifat maya (cyber crime). Namun demikian, bukti permulaan
dapat disajikan dengan bukti hasil cetakan (print-out) yang menunjukkan
pencemaran nama sekolah tersebut, sehingga penyidik dapat melakukan olah

data dan informasi lebih lanjut.”’

Untuk lebih meyakinkan, sangat diperlukan kehadiran ahli di bidang informasi
dan teknologi yang dapat membantu menterjemahkan fakta dalam dunia maya

tersebut menjadi fakta hukum.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut memiliki unsur-unsur subyektif
dan objektif yaitu: Unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif
meliputi: Setiap orang, adalah orang perseorangan, baik warga negara
Indonesia ataupun asing, maupun badan hukum dimana suatu perbuatan

dimintakan pertanggung jawabannya. Dengan sengaja adalah mengetahui,

" Josua, Sitompul, Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Jakarta:
Tatanusa, 2012
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menginsyafi atau mengerti perbuatan maupun akibat dab keadaan-keadaan
yang menyertai. Sementara unsur obyektif berkaitan dengan; melawan hukum:
tanpa hak, yaitu tindakan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki seseorang

dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.

Perbuatan: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya, adalah tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan untuk
menyebarluaskan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui orang banyak.
Dan obyeknya: Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik adalah satu/sekumpulan data elektronik tetapi
tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, foto, simbol, angka, kode akses.
Sehingga didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama

baik seseorang.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu
kejahatan karena untuk penghinaan umum ini diatur dalam buku ke Il Kitab
Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan dan di bab ke XVI yaitu
penghinaan. Selain itu tindak pidana pencemaran nama baik merupakan delik
pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam delik aduan karena
penilaian terhadap tindak pidana nama baik bergantung pada pihak yang
diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat
diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban yang

dicemarkan nama baiknya oleh pelaku.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Yang
diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar
suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu
metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang
mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.”
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah
kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah
yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan
berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literature-
literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan berdasarkan pada fakta
objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil
wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang

diperoleh dari narasumber.

’® Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum?”, Ul-Press Jakarta, 1984
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B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data

lapangan dan kepustakaan dengan jenis data:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian

lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden,

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah

penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan

skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen ke 4

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman RI;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
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2015 tentang pelaksanaan KUHAP;

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur
ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup
bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar,
hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Pengumpulan data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
a. Studi Pustaka
Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu
melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca,
mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan
Implementasi Restoratif Justice Terhadap Perkara Pencemaran Nama Baik

Dan Penghinaan Melalui Media Elektronik

b. Studi Lapangan
Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara
mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin,

yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu
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dan dilakukan secara langsung dengan responden. Studi Lapangan
dilakukan dengan cara wawancara (interview), yaitu kegiatan pengumpulan
data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di

lapangan.

2. Pengolahan Data

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta
relevansinya terhadap penelitian.

Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang
diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
Sistematisasi Data

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan

yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

D. Penentuan Narasumber

Adapun penentuan responden ini dilakukan dengan responden dengan

menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara

(interview) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan

permasalahan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

1.

2.

Pelaku : 1 orang
Korban : 1 orang
Polisi Pada Polda Lampung : 1 orang

Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
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5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang

6. Tokoh Masyarakat : 1 orang

7. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang+
Jumlah . 7 orang

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis
kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil
penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan
memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut
kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu
metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA



V. PENUTUP

A. Simpulan

1.

Implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara pencemaran nama
baik dan penghinaan melalui media elektronik. memiliki dasar hukum yakni
Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif Keadilan Restoratif dimana pihak kepolisian akan
mengupayakan langkah-langkah yakni Pertama pihak kepolisian akan
melakukan penilaian terhadap pelaku layak atau tidaknya kasusnya dilakukan
restoratif justice, Kedua Mempertemukan antara korban, pelaku, keluarga
korban dan keluarga pelaku serta para mediator guna mendudukan
permasalahan tersebut untuk mencari jalan yang terbaik, Ketiga Melakukan
mediasi sebagai bentuk dari restorative justice, melibatkan pihak pelaku,
korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang bersangkutan
untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban
pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal,
Keempat ditindaklanjuti dengan Membuatkan berita acara kesepakatan Ketika
proses mediasi berhasil dalam tahapan ini pihak kepolisian akan membuatkan
berita acara perdamaian yang dihadiri oleh masing-masing pihak, Kelima
yakni melanjutkan proses penyidikan ketika tahap proses mediasi gagal

Mediasi merupakan bagian dari restorative justice, ketika mediasi gagal maka
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dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses

peradilan pidana berikutnya.

. Faktor penghambat terhadap implementasi restoratif justice oleh polri
terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media
elektronik lebih disebabkan oleh Pertama faktor penegak hukum yakni
rentannya oknum penegak hukum yang mudah disuap oleh pihak yang
berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut bisa dilakukan restoratif
justice, namun karena perkara tersebut adalah atensi dari orang berpengaruh
maka tak ayal oknum tersebut melakukan kriminalisasi demi mengejar
keuntungan semata atau mencari kesempatan dalam kesempitan, Kedua Faktor
Sarana dan Fasilitas yakni kurangnya sarana dan fasilitas untuk melakukan
restoratif justice seperti tidak tersedianya media internet yang
mensosialisasikan pentingnya restoratif justice, Ketiga Faktor Masyarakat
Masyarakat memiliki kecenderungan yang besar masih kolot dan berpikiran
bahwa pelaku yang telah mengakibatkan kerugian kepada korban harus
diberikan sanksi yang setimpal, dan Keempat faktor budaya Patut disadari
kebudayaan masyarakat Indonesia masih bersifat legalistik formil ketika ada

perbuatan disitu pelaku harus dihukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya

. Saran
. Pihak kepolisian sebaiknya lebih mengoptimalkan implementasi restorative
justice dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan

dalam kasus pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus
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dilakukan dalam kasuskasus yang lain, sehingga teciptanya keadilan untuk

korban, pelaku, ataupun masyarakat pada umumnya. ;

. Pemerintah sebaiknya membuat dasar hukum seperti Undang-Undang yang
mengatur lebih lanjut mengenai restoratif justice. Sehingga, dalam

penerapannya lebih maksimal.
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